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PERATURAN MENTERI KEBUDAY AAN DAN PARIWISATA
NOMOR PM91/HK.501/MKP/2010
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA
PENY ELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungs Eselon |
Kementerian Negara;
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4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.17/HK.00/MKP-2005 tentang Organisass dan Tata
Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana
telah bebergpa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN
DAN REKREASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Usaha adalah setigp tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian
yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreass yang selanjutnya
disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa
usaha seni pertunjukan, arena permanan, karaoke, serta kegiatan hiburan
dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk
di dalamnya wisata tirta dan spa.

Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
untuk berolahraga dalam rangkarekreas dan hiburan.

Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan
seni.

Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan
fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Hiburan maam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
bersantal dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa
pramuria.

Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan
dengan tenaga pemijat yang terlatih.

Taman rekreas adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan faslitas menyanyi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dengan atau tanpa pemandu lagu.

Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan
hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis
dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan
yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah
perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
bidang usaha penyelenggaan kegiatan hiburan dan rekreas.

Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam
Daftar Usaha Pariwisata.

Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang beris hal-hal yang
menurut Peraturan Menteri ini wgib didaftarkan oleh setiap pengusaha.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan
bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di
dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
kepariwisataan.

BAB lI
TUJUAN
Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

a

b.

(1)
(2)

menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi
pengusaha; dan

menyediakan sumber informas bagi semua pihak yang berkepentingan
mengena hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB Il1
OBJEK, TANGGUNG JAWAB DAN TEMPAT PENDAFTARAN
Pasal 3

Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang
usaha penyel enggaraan kegiatan hiburan dan rekreas.

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis
usaha

a. gelanggang olahraga;
b. gelanggang seni;
C. arenapermainan;
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3)

(4)

(5)

(6)

d. hiburan malam;

e. panti pijat;

f. taman rekreasi;

g. karaoke; dan

h. jasaimpresariat/promotor.

Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi sub-jenis usaha:

a. lapangan golf;

b. rumah bilyar;

gelanggang renang;

lapangan tenis;

gelanggang bowling; dan

sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang
ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi sub-jenis usaha:

-~ 0 o O

a. sanggar seni;
b. galeri seni;
C. gedung pertunjukan seni; dan

d. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang
ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi sub-
jenis usaha
a. arenapermainan; dan

b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permanan yang
ditetapkan oleh oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
meliputi sub-jenis usaha:

a. kelab malam;

b. diskotek;

C. pub; dan

d. sub-jenis usahalainnyadari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan
oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.
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(7) Jenis usaha panti pijat sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf e
meliputi sub-jenis usaha:
a. panti pijat; dan
b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh

Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

(8) Jenis usaha taman rekreas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
meliputi sub-jenis usaha:
a. taman rekreas;
b. taman bertema; dan

C. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreas yang ditetapkan
oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

(9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi
sub-jenis usaha karaoke.

(10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebaga mana dimaksud pada ayat (2)
huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

Pasal 4

(1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, ayat (6), dan ayat (10) berbentuk
badan usaha Indonesia berbadan hukum.

(2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7),
ayat (8), dan ayat (9) dapat merupakan usaha perseorangan atau
berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan
hukum sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan
hiburan dan rekreas pada setiap lokas.

(2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha
pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

(3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

(4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari
keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

(5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pendaftaran usaha
pariwisata berdasarkan keinginannya sendiri.
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